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ABSTRAK 

 

 

 Juliansyah 2022.Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi 

kalimantan Timur Berdasarkan Aspek Keuangan. Dosen Pembimbing :  

Hariman Bone. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan 

Timur Tahun 2015-2020 berdasarkan aspek keuangan yang dilihat dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.. 

Teknik analisis data berdasarkan aspek keuangan menggunakan rasio keuangan 

daerah (Kemandirian Keuangan Daerah, Aktivitas, dan Pertumbuhan) dan Value 

For Money (Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi).Hasil analisis menunjukkan 

bahwa kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan 

dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sudah menunjukkan bahwa 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur tidak tergantung dengan bantuan 

Pemerintah Pusat, (2) Rasio Aktivitas menunjukkan kinerja kurang baik karena 

persentase belanja pembangunan lebih tinggi daripada belanja rutin, (3) Rasio 

Pertumbuhan menunjukkan kinerja baik dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dan kurang baik dalam hal belanja pembangunan, (4) Value For Money 

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi kalimantan Timur sangat ekonomis, 

efektif, dan efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Keuangan. 
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ABSTRACT 

 

 

Juliansyah 2022.Analyze The Perfomance of The Samarinda City Government 

Based on the Financial Aspect. Dosen Pembimbing: Hariman Bone. 

The purpose of this study is to analyze the performance of the Samarinda City 

government in 2015-2020 based on the financial aspect (Revenue and Expenditure 

Budget). This research is a quantitative descriptive study. Data analysis techniques 

in this study based on financial aspects using regional financial ratios (Regional 

Financial Independence, Activities, and Growth) and Value For Money 

(Economical, Effectiveness, and Efficiency).The results of the analysis show that 

the performance of the Samarinda City Government is based on the financial aspect 

seen from: (1) the regional financial independence ratio has shown that the 

Samarinda City government does not depend on the assistance of the central 

government, (2) activity ratio shows poor performance because the percentage of 

development spending is higher than routine spending, (3) the growth ratio shows 

good performance in terms of increasing regional original income and not good in 

terms of development spending, (4) value for money shows that Samarinda city 

government is very economical, effective, and efficient in managing the regional 

revenue and expenditure budget. 

 

Kata kunci: performance government, financial.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja pemerintah daerah pada dasarnya mendapat perhatian khusus, salah 

satunya pemerintah pusat  yang menyorotinya, hal tersebut juga dilakukan  

masyarakat sekitar karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima 

masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja di suatu pemerintahan 

daerah pada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan, melihat bahwa pemerintah 

daerah bias memutuskan, dan berkewajiban untuk memiliki wewenang  mengatur 

dan  melakukan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU 

No. 23 Tahun 2014). Sebagian besar pemerintah daerah melaksanakan kinerja 

dengan baik. Melalui departemen dalam negeri memberikan penghargaan bagi 

pemerintah daerah yang berprestasi sangat tinggi ketika menjalankan otonomi 

daerah dan hukuman bagi siapapun yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah 

(PP No. 6 Tahun 2008). Tujuan pemberian penghargaan dan hukuman tidak lain 

adalah untuk meningkatkan kinerja maupun sepak terjang pemerintah daerah dalam 

mengelola APBD karena untuk sekarang ini peningkatan kinerja pemerintah daerah 

bukan lagi sebagai kewajiban namun sebagai kebutuhan. 

Peningkatan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. 

Pengukuran kinerja bisa dikatakan suatu alat manajemen yang digunakan 

menambah kualitas kinerja pada pengambilan keputusan dalam penentuan 
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penganggaran maupun akuntabilitas dalam pengolahan data (Bastian, 2010:330). 

Masyarakat harus kritis dan  selayaknya melakukan kegiatan berdasarkan target 

yang ditetapkan pada saat pelaksanaan perencanaan anggaran tahun sebelumnya. 

Pengukuran kinerja bias dikatakan cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya 

adalah  cara keputusan maupun tindak pemerintah daerah dalam memberikan 

pertanggung jawabannya. Untuk penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala 

aktivitas dan kegiatan yang telah tersusun dianggaran merupakan suatu cara 

mengukur kinerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan. 

Pengukuran kinerja aspek keuangan memiliki tujuan untuk menilai apakah 

aktivitas yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan kerja 

untuk mencapai suatu kesuksesan yang telah dipersiapakan maupun ditujukan pada 

saat perencanaan. Disamping itu, kinerja sektor publik bersifat multi dimensional 

sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. 

Hal ini dikarenakan output yang banyak dihasilkan berupa output tidak berwujud, 

sehingga pengukuran kinerja keuangan lebih baik dilakukan berdasarkan aspek 

keuangan guna mengetahui keadaan pada saat ini. Pengukuran kinerja berdasarkan 

aspek keuangan dilakukan dengan melihat historis keuangan. Pengukuran kinerja 

pada keuangan daerah sangat berbeda dengan perusahaan. Karena pemerintah 

daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, 

meskipun ada istilah surplus atau defisit untuk selisih pendapatan dan anggaran 

belanja pada  pemerintah daerah. 

Kelemahan pengukuran aspek keuangan hanya menitikberatkan pada 

pertanggungjawaban anggaran daerah dan terelaisasinya program atau kegiatan 
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tanpa harus mengungkapkan secara  hasil atau manfaat yang bisa dirasakan oleh 

masyarakat maupun pihak yang terkait lainnya. 

Pemerintah daerah masih memiliki kekurangan dalam mengelola keuangan. 

Salah satunya penggunaan anggaran belanja daerah yang sangat tinggi yaitu 

mencapai 7 triliun sedangkan pendapatan belanja pertahun hanya dianggarkan 9 

triliun sehingga perlunya menurunkan Belanja Rutin agar pembangunan untuk 

sarana dan prasarana berjalan secara merata dan hasilnya lebih cepat dirasakan oleh 

masyarakat Kondisi seperti ini apabila tidak mendapatkan respon dari pemerintah 

daerah maka akan menimbulkan citra tidak baik untuk pemerintah daerah itu sendiri 

atau dengan kata lain masyarakat akan meragukan kemampuan kinerja pemerintah 

daerah. Penelitian terdahulu tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah 

berdasarkan aspek keuangan lebih banyak dilakukan  penelitian kinerja pemerintah 

daerah. Penelitian kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek keuangan dapat 

dilakukan  menggunakan rasio keuangan daerah. 

Pembagian daerah otonomi di Provinsi kalimantan Timur terdiri 10 kecamatan 

dan 59 kelurahan dengan kode pos 75111 hingga 752352. Pada tahun 2021, jumlah 

kependudukan mencapai angka 766.015 jiwa dan untuk luas wilayahnya 783.000  

km2 dan sebaran penduduk di Provinsi kalimantan Timur mencapai 978 jiwa/km2. 

Kecamatan samarinda utara salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah 

terbesar mencapai luas wilayah lebih dari 31 persen dari luas Provinsi kalimantan 

Timur, sedangkan di kecamatan samarinda kota menjadi kecamatan yang memiliki 

luas wilayah paling kecil dari kecamatan lainnya.  
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Ditinjau dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dan rata-rata 

pertumbuhan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung)  

diketahui bahwasanya pengukuran kinerja pada keuangan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur sudah dikatakan bagus. Namun, dilihat dari luas wilayah dan 

semakin banyak penduduk di Samarinda Pemerintah Daerah harus ekstra dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga pemerataan 

pembangunan bukan hanya terpusat pada satu titik atau wilayah namun merata di 

semua wilayah Provinsi kalimantan Timur dan tugas pelayanan Pemerintah 

Samarinda terhadap masyarakat setempat melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) memiliki kualitas sangat baik. Berdasarkan latar belakang yang 

dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN ASPEK KEUANGAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan melalui keterangan diatas maka 

rumusan masalahnya adalah “Bagaimana kinerja pemerintah samarinda ditinjau 

dari aspek keuangan”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mengetahui kinerja pemerintah Provinsi kalimantan Timur berdasarkan 

aspek keuangan”.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang terurai diatas, maka manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menambah wawasan, pengetahuan dan berfikir kritis 

khususnya mengenai kinerja pemerintah daerah aspek keuangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapakan bisa memberikan informasi kepada pemerintah 

daerah agar memperhatikan kinerjanya  dengan melihat aspek keuangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah 

Secara etimologi biasa dikatakan otonomi adalah Bahasa yang berasal dari 

Yunani yaitu auto, dan nomous. Auto memiliki arti tersendiri, sedangkan nomous 

memiliki arti yang disebut hukum atau peraturan. Keduanya digabungkan maka 

dapat diketahui arti dari otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya 

sendiri. Otonomi Daerah bisa dikatakan adalah hak,  dan kewajiban pada daerah 

otonomi yang berfungsi mengatur dan mengurus sendiri kewajiban pemerintahan 

dan urusan masyarakat sekitar dengan sistem negara kesatuan republik indonesia 

(UU No.23 Tahun 2014). 

2.1.2 Dasar Hukum Otonomi Daerah 

 Pelaksanaan otonomi daerah dilandaskan oleh aturan hukum, hal ini 

dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan amanatnya dalam 

mengatur daerah masing-masing dengan baik dan dapat 

mempertanggungjawabkannya. Pemerintahan Daerah adalah kegiatan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui dasar otonomi yang 

seluasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

seperti dimaksud dalam UUD 1945 (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah 
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terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan civitas daerah sebagai sumber 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

 Pada dasarnya penetapan dasar kebijakan otonomi daerah adalah amandemen 

UUD 1945. Kebijakan otonomi daerah selalu berubah-ubah, dikarenakan kuatnya 

tarik menarik di kelompok elit politik pada masanya. Peraturan baru yang mengatur 

otonomi daerah, yaitu  Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas   Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

 Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa asas penting mengenai otonomi daerah yang harus dipahami. 

Asas tersebut diantaranya: 

1. Asas Desentralisasi 

 Asas Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah yakni dari 

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

2. Asas Dekonsentrasi 

Asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan dalam wewenang dan 

tanggungjawab dari pemerintah untuk gubernur yang bertugas sebagai wakil 

pemerintah di daerah. 

3. Tugas Pembantuan 
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 Merupakan penugasan kepada pemerintah kepada pemerinta daerah dan untuk 

desa. Tugas ini bisa dimulai dari pemerintah ke daerah kemudian dilanjutkan 

daerah ke desa untuk menjalankan tugas tertentu yaitu anggaran sarana dan 

prasarana hingga sumber daya pada manusia. Kewajiban dalam melaporkan 

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.  

 Pertimbangan penentuan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah adalah sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang 

meliputi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar 

daerah secara proporsional, adil dan transparan. Pemerataan harus melihat potensi, 

serta kebutuhan daerah  dengan tanggungjawab dan pembagian kewenangan serta 

tata cara penyelenggaraan kewenangan itu sendiri. 

2.1.3 Ruang lingkup Otonomi Daerah 

 Pembagian ruang lingkup otonomi daerah dimaksudkan agar terdapat 

pembagian tugas dan wewenang yang baik dan benar sehingga tidak ada yang 

menyalahi aturan dalam menggunakan wewenangnya. Ruang lingkup otonomi 

daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu kewenangan daerah, kewenangan provinsi 

dan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan daerah meliputi: (Bastian, 2010) 

1. Kewenangan maksimum 

Keseluruhan departemen bidang pemerintahan daerah kecuali tugas dan 

tanggungjawab di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain. 

2. Kewenangan minimum 
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Pekerjaan umum,  pendidikan kebudayaa pertanian, perdagangan, penanaman 

modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, pertanahan, koperasi dan 

tenaga kerja. 

3. Kewenangan lainnya 

a. Pengelolaan sumber daya nasional dan kelestarian lingkungan di 

wilayahnya. 

b. Kewenangan di wilayah kelautan 

c. Kepegawaian daerah yaitu kewenangan dalam menjalankan tugas 

pengangkatan, penetapan pensiun, gaji tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta 

menjalankan tugas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

pemerintahan daerah. 

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah 

 Jika dilihat dari sudut pandang konseptual Indonesia yang menunjukkan bahwa 

donesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yakni tujuan politik, tujuan administratif 

serta tujuan ekonomi, dari sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa: 

1.  Otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik. 

Demokratisasi politik yang dimaksudkan disini adalah untuk partai politik 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

2. Otonomi daerah sebagai upaya untuk pembagian tugas dan urusan 

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah termasuk didalamnya 

adalah sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi 

pemerintahan daerah 
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3.  Melalui sistem otonomi daerah maka diharapkan akan terwujud peningkatan 

indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan 

masyarakat daerah masing-masing secara merata dan adil 

4. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di daerah 

5. Otonomi daerah  dapat mengurangi kesenjangan antar daerah      Otonomi daerah 

memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan. 

Berikut beberapa manfaat otonomi daerah: 

1. Otonomi daerah telah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur daerahnya sendiri sehingga mereka akan lebih leluasa untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat 

2. Otonomi daerah membuat pemerintahan daerah mengerti apa saja 

kebutuhan masyarakat yang tinggal didaerahnya serta dapat menggali 

potensi natural dan kultural sehingga dapat mengoptimalkan sumber 

pendanaan daerah 

3. Otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah daerah, pemerintah 

pusat dan masyarakat agar siap dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

4. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat 

terstruktur dari pemerintah pusat. 

5. Meningkatkan kemampuan kerja pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak 

lagi menjalankan tanggungjawab rutin ke daerah-daerah karena bisa 

diserahkan kepada pejabat daerah otonom. 
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6. Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh 

elite lokal, umumnya tidak simpatik dengan program pembangunan 

nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan kurang mampu 

di suatu pedesaan. 

2.1.5 Penganggaran Sektor Publik 

2.1.5.1 Pengertian Penganggaran Sektor Publik 

 Anggaran adalah estimasi kinerja yang berisi paket pernyataan menyangkut 

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi pada satu atau 

beberapa periode mendatang (Bastian, 2010:191). Anggaran selalu diikutkan data 

mengenai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lampau. 

Bagi organisasi sektor publik, penganggaran merupakan akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik disertai dengan program-program yang mendukung 

kegiatan publik dan dibiayai oleh dengan uang publik. Melalui proses pembuatan 

anggaran sektor publik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena 

peraturan sering berubah, maka harus menyesuaikan dengan perubahan peraturan 

tersebut. Karakteristik anggaran yang baik terdiri dari: (Bastian, 2010:166) 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan maupun non keuangan 

b. Mencakup jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun anggaran 

c. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan 

d. Usulan anggaran disetujui oleh bagian yang berwenang 

e. Anggaran yang disusun dapat diubah melalui kondisi tertentu 
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2.1.5.2 Prinsip Penganggaran Sektor Publik 

 Penyusunan anggaran bagi pemerintah daerah merupakan salah satu cara 

nasional dan internasional. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam 

mengelola keuangan daerah yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses 

penganggaran harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan 

dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Angota masyarakat tidak hanya 

memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran namun juga memiliki hak 

untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan dari rencana 

tersebut apabila dirasa kurang memenuhi. 

2. Transparansi 

 Transparansi adalah keterbukaan. Yang dimaksud disini adalah keterbukaan 

dalam proses penganggaran. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

bagaimana proses penganggaran berlangsung dan memiliki akses yang sama 

untuk mengetahuinya karena hal tersebut menyangkut aspirasi dan kebutuhan 

dari kehidupan masyarakat. Salah satu cara penunjukan prinsip transparansi 

yaitu dengan meng-upload anggaran daerah di website daerah masing-masing. 

3. Disiplin Anggaran 

Perencanaan untuk pendapatan merupakan suatu rencana yang terukur yang 

dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Belanja yang dianggarkan pada setiap 

pos merupakan batas tertinggi pengeluaran 
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tidak dibenarkan bila mengerjakan proyek yang tidak ada anggarannya dalam 

APBD. 

4. Keadilan Anggaran 

Pemerintah daerah harus bisa adil dalam mengalokasikan anggarannya guna 

dapat memeratakan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya anggaran 

tersebut didapatkan dengan peran serta masyarakat. 

5. Demokratis 

 Dalam proses penetapan anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan 

maupun pengeluaran harus mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur 

masyarakat. 

6. Bermoral Tinggi 

Pengelolaan anggaran Negara harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, 

etika, dan moral yang tinggi. 

7. Berhati-hati 

Dalam melakukan pengelolaan, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dan 

memerlukan pemikiran yang matang dikarenakan jumlah sumber daya yang 

terbatas dan mahal harganya. 

2.1.5.3 Siklus Anggaran Daerah 

 Prinsip-prinsip pokok dalam mengelola anggaran yang telah disebutkan diatas 

harus diimplementasikan pada siklus anggaran agar anggaran daerah dapat  

menjamin pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kepentingan publik. Siklus 

anggaran daerah meliputi lima tahap yaitu: 
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1. Tahap Perencanaan (preparation) 

 Tahap perencanaan melibatkan analisis perkembangan anggaran. Rincian 

proses penganggaran dapat berbeda-beda baik antar pemerintah daerah maupun 

dalam unit-unit yang ada pada suatu pemerintah daerah. Diperlukan kejujuran 

semua pihak penyusun anggaran. Untuk perencanaan pendapatan maka fungsi 

Dispenda sebagai koordinator harus diperankan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. potensi yang didiskusikan pada tahap ini berapa besarnya target yang 

diusahakan dapat dicapai. Untuk perencanaan pengeluaran khususnya pengeluaran 

atau belanja pembangunan, maka diperlukan Bappeda untuk menjalankan 

fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Tahap ratifikasi (budget ratification) 

 Prinsip yang harus dipegang pada tahap ini adalah persiapan dan integritas 

yang tinggi. Pemerintah daerah yang terlibat dalam tahap ini harus memiliki 

kemampuan menjawab dan argumentasi yang tinggi. Ada pemisahan dua fungsi 

disini, yaitu pihak pemerintah daerah (eksekutif) sebagai pihak yang mengajukan 

anggaran dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) sebagai pihak 

yang menyetujui maupun menolak anggaran yang diajukan pemerintah. 

3. Pada tahap implementasi 

 Diperlukan adanya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 

manajemen. Yang terpenting pada tahap ini adalah kebutuhan akan sistem dan 

prosedur implementasi yang memadai. 
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4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (budget reporting and evaluation)  

 Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran 

daerah. Hasil dari tahap ini adalah umpan balik yang menjadi masukan untuk 

perencanaan anggaran tahun berikutnya. Prinsip penting pada tahap evaluasi adalah 

harus jelas dan transparannya tolak ukur kinerja. Tahap pelaporan dan evaluasi 

terkait dengan akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan 

sistem akuntansi dan manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan 

evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. 

2.1.5.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik sangat penting dan memiliki beberapa fungsi. 

Berikut adalah pentingnya anggaran sektor pulik: 

1. Anggaran bertujuan untuk akuntabilitas publik maksudnya adalah untuk 

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyatnya. 

2. Anggaran bertujuan untuk mengarahkan pembangunan dibidang sosial, 

ekonomi, kesinambunga dan kualitas hidup masyarakat. 

3. Anaggaran bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana karena 

keterbatasan sumber daya. 

Penetapan anggaran merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk: 

1. Perencanaan 

Merencanakan tindakan yang dilakukan pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan dan berapa hasil yang didapatkan dari belanja pemerintah tersebut 

untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk 

anggaran tahunan. 
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2. Pengendalian 

 Alat pengendalian, anggaran memberikan rencana secara jelas atas pendapatan 

dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

diberikan kepada publik. Apabila penganggaran tidak ada, pemerintah tidak 

dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan yang dikeluarkan melalui 

belanja. 

3. Alat kebijakan fiskal 

Anggaran digunakan pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi.  

4. Alat politik 

 Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk 

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik 

untuk kepentingan tertentu. 

5. Koordinasi dan komunikasi 

 Merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu, 

anggaran publik juga sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam 

lingkungan eksekutif (Pemerintah Daerah). 

6. Penilaian kinerja dan evaluasi 

Kinerja eksekutf (pemerintah daerah) Dinilai berdasarkan pencapaian target 

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja tiap kegiatan diukur dan 

dievaluasi secara periodik mengenai kesesuaian rencana kegiatan anggaran, 

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi efisiensi 

serta efektivitasnya. 
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7. Motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya 

agar bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis dalam mencapai target dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.5.5 Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD yaitu 

rencana keuangan tahunan Daerah yang terpampang dengan Peraturan daerah (UU 

No. 23 Tahun 2014). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang disetujui oleh DPRD dan penetapannya menggunakan peraturan 

daerah. APBD terdiri dari empat unsur yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan 

Transfer. Isi APBD menjelaskan tentang: (Halim, 2007:20) 

1. Rencana kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci 

2. Adanya target minimal sumber penerimaan untuk menutupi biaya atas aktivitas 

yang telah direncanakan dan batas maksimal untuk pengeluaran yang telah 

dilakukan. 

3. Jenis kegiatan dan proyek dijelaskan dalam bentuk angka 

4. Periode anggaran satu tahun 

 Proses pembuatan anggaran APBD pada dasarnya melibatkan tiga elemen 

penting yang saling berkaitan, yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. 

Substansi pokok dalam perencanaan APBD adalah peran dan fungsi dari DPRD 

dalam menentukan arah dan Kebijakan Umum APBD. Ketika melakukan 

perencanaan sebelum penyusunan APBD diperlukan kegiatan penjaringan aspirasi 

masyarakat untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat untuk dijadikan 
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masukan. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan oleh DPRD. Komunikasi 

dari ketiga elemen penting yaitu masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah 

sangatlah penting. Ada tahap yang harus dilalui oleh DPRD dalam menyusun 

strategi APBD, yaitu: 

1. Melakukan proses penjaringan lingkungan untuk menentukan kebutuhan-

kebutuhan apa saja di daerah tersebut pada tahun tersebut. 

2. Mempersiapkan arah dan kebijakan umum APBD dan strategi APBD 

3. Meminta masukan dari pemerintah daerah 

4. Membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah 

2.1.6 Kinerja Keuangan daerah 

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah 

 Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian m/kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang 

dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Bastian, 2010:329). Bagi 

organisasi pencapaian prestasi yang baik sangatlah penting. Kinerja akan dikatakan 

berhasil apabila pencapaian prestasi telah sesuai dengan kriteria pencapaian yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005). Kinerja keuangan daerah berarti tingkat 

prestasi yang dicapai oleh daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang telah ditentukan. 
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2.1.6.2 Pengukuran Kinerja keuangan 

 Pengukuran kinerja aspek keuangan pada Pemerintah Daerah dilakukan 

dengan cara mengukur data atas keuangannya. Pada sektor Pemerintah Daerah, 

pengukuran secara keuangan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Analisis rasio 

 Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya serta dengan membandingkan 

rasio keuangan daerahnya dengan rasio keuangan daerah terdekat guna mengetahui 

posisi rasio keuangannya (Halim, 2007:232). Rasio keuangan disusun untuk 

melayani pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPRD sebagai wakil 

masyarakat, pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD 

berikutnya, Pemerintah pusat yang membina pelaksanaan pengelolaan daerah dan 

masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang ikut memiliki Pemerintah Daerah, yang 

bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. Beberapa rasio yang 

digunakan antara lain: 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana 

ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio 

Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

sendiri atau bisa dikatakan mandiri dalam hal pembangunan, pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

yang diperlukan daerah serta pembiayaan kegiatan pemerintahan. Pengukurannya 

adalah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan  
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daerah yang berasal dari sumber lain seperti pinjaman ataupun bantuan dari 

Pemerintah Pusat. Formula yang digunakan adalah: ( Halim, 2008:232). 

 Semakin tinggi persentase rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama 

pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, disamping itu semakin tinggi 

persentase rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan sebaliknya 

mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan  

Kemandirian (%) Kemampuan Daerah 

0%-25% Instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian pemerintah 

daerah. 

25%-50% Konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat 

sudah mulai 

Berkurang 

50%-75% Partisipatif artinya peranan 

pemerintah pusat semakin berkurang 

75%-100% Delegatif artinya campur 

tangan pemerintah pusat sudah tidak ada 

Sumber UU. No 33 Tahun 2004 

 

 

 

 

Rasio kkd =  
Total pendapatan asli daerah 

Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman 
X 100% 
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b. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menggambarkan cara Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi 

dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Formula 

yang digunakan adalah: ( Halim, 2008:236) 

 

 

 

 

Semakin tinggi persentase dana untuk belanja rutin maka persentase belanja 

pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin 

kecil. 

c. Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke 

periode. Setelah diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen 

sumber pendapatan dan pengeluaran maka dapat digunakan untuk mengevaluasi 

potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Formula yang digunakan adalah: 

( Halim, 2008:241) 

 

 

 

 

Pertumbuhan PAD =  
PADt-(t-1) 

PAD t-1 
X 100% 

Rasio Aktifitas =  
Total Belanja Rutin 

Total Belanja Daerah 
X 100% 

Rasio Pembangunan =  
Total Belanja Bangunan 

Total Belanja Daerah 
X 100% 

Pertumbuhan Belanja Rutin =  
Belanja Rutin t-(t-

Belanja Rutin t-1 
X 100% 
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Keterangan: 

T =Tahun berjalan 

t-1= Tahun sebelumnya  

Semakin tinggi persentase pertumbuhan maka semakin bagus tingkat keberhasilan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang 

dicapai dari periode ke periode. 

2. Value for money 

 Value for money menjadi indikator pengukuran kinerja yang memberikan 

informasi anggaran yang dibelanjakan untuk menghasilkan nilai tertentu untuk 

masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah: 

a. Ekonomis (hemat cermat) 

 Ekonomis menyangkut biaya untuk memperoleh input. Hal ini menunjukkan 

bahwa bagaimana cara Pemerintah Daerah dalam meminimalkan biaya yang 

dikeluarkan. Formula yang digunakan adalah: (Mahsun, 2014) 

 

 

 Kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut pendapatan dikatakan ekonomis 

apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio 

ekonomis maka semakin baik. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.2 

 

Ekonomis =  
Realisasi Biaya Belanja Daerah 

Anggaran Biaya Belanja Daerah 
X 100% 

Belanja Pembangunan =  
Belanja Pembangunan t-(t-1) 

Belanja Pembanguna t-1 
X 100% 
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Tabel 2.2 Penilaian Ekonomis 

 

 

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327, 1996 

 

b. Efektivitas (berhasil guna) 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 

dan sasaran. Efektivitas tidak mengatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan 

untuk mencapai tersebut. Formula yang digunakan adalah:(Mahsun, 2014) 

 

 

Kemampuan pemerintah daerah  dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif 

rasio yang dicapai sebesar 100%, persentase rasio efektivitas menunjukkan 

kemampuan daerah yang semakin baik perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Penilaian Efektivitas 

 

 

 

 

 

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327, 1996 

c. Efisiensi (berdaya guna) 

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang diminimalkan dan 

dengan hasil yang dimaksimalkan. Teknik analisisnya adalah: (Mahsun, 2014) 

Kinerja Keuangan Kriteria 

< 100% Ekonomis 

= 100% Ekonomis Berimbang 

> 100% Tidak Ekonomis 

% Kinerja Keuangan Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

90%-100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 

Efektifitas =  
Realisasi Pendapatan 

Anggaran  Pendapatan 
X 100% 
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Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan dikatakan efisien 

apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil 

persentase efisiensi maka semakin baik. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 penilaian efiesiensi 

 

 

 

 

 

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Keuangan Kriteria 

> 100% Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

< 60% Sangat Efisien 

Efesiensi=  
Belanja Daerah 

Pendapatan Daerah 
X 100% 
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Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kinerja Pemerintah Daerah disajikan 

dalam bentuk tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1 Afriyanto dan 

Astuti 

2012 Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

Deskriptif 

kuantitatif 

Kemandirian keuangan 

kabupaten Rokan Hulu 

sangat    rendah, efektivitas  
dan efisiensi PAD 

meningkat, belanja rutin 

lebih tinggi dari pada 
belanja pembangunan. 

Pertumbuhan APBD 

kabupaten Rokan Hulu 

fluktuatif. 

2 Kurniati 2012 Analisis 

Perbandingan 
Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota Se-

Jawa Tengah 
Sebelum dan 

Sesudah Krisis 

Ekonomi 2008 

Deskriptif 

kuantitatif 

Kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kota Se- Jawa 

Tengah berdasarkan rasio 

keuangan sesudah krisis 

ekonomi 2008 lebih 
rendah  dibanding 

sebelum    krisis ekonomi. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

3 Sijabat, Saleh, 

dan    Wachid 

2013 Analisis Kinerja 

Keuangan Serta 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah  dalam 

Otonomi Daerah 

(Studi pada 

Dinas 

Pendapatan 

daerah dan 

Badan Pengelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

kota Malang 

Tahun Anggaran 

2008-2012) 

Deskriptif 

kualitatif 

Dilihat dari  rasio 

keuangan, kinerja 

keuangan kota 

malang dari tahun 

2008 hingga 2012 

mengalami 

peningkatan. 

 
4 

 
Kalalo, 

Tinangon, 

dan Elim 

 
2014 

 
Pengukuran 

Kinerja 

Keuangan Pada 

Pemerintah Kota 

Manado 

 
Deskriptif 

kuantitatif 

 
Ketergantungan 

dengan pemerintah 

pusat cukup tinggi 

sehingga 

kemandirian 

keuangan kota 

Manado rendah. 

Disamping itu 

efektivitas PAD dan 

pajak daerah  

meningkat. 
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Sumber: Data Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Afriyanto dan Astuti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu”, Kurniati dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan 

Sesudah Krisis Ekonomi 2008”, dan Kalalo, Tinangon, dan Elim dengan judul 

“Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado” menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Objek 

penelitian adalah Pemerintah Daerah dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

sesuai dengan anggaran masing-masing. 

5. Zikri, 

Zulbahridar, 

dan Ilham 

2014 Analisis Kinerja 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Deskriptif 

kualitatif 
Kinerja keuangan 

kabupaten Kampar 

stabil. Dilihat dari 

tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan 

6. Muhammad 

Safar Nasir 

2019 Analisis Sumber-

sumber 

Pendapatan Asli 

Daerah Setelah 

Satu Dekade 

Otonomi Daerah 

Deskriptif 

kuantitatif 
Kontribusi sumber 

PAD Kabupaten atau 

Kota dapat 

disimpulkan dari 

tahun anggaran 2007-

2013 memilki 

penerimaan kontribusi 

yang baik.  

7. Nuzulul Siswo 

Abdulazis 

2021 Analisis 

Kontribusi Dan 

Efektivitas 

Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Surabaya 

Deskriptif 

kuantitatif 
Kontribusi PAD 

terhadap pendapatan 

daerah Kota Surabaya 

diketahui telah 

mampu melaksanakan 

otonomi daerah 

dengan baik. 
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Sijabat, Saleh, dan Wachid dengan judul penelitian “Analisis Kinerja 

Keuangan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah 

(Studi pada Dinas Pendapatan daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)” dan Zikri, Zulbahridar, dan 

Ilham dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kampar” menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 

rasio keuangan. Objek yang diteliti adalah Pemerintah Daerah. Perbedaannya 

peneliti Zikri, Zulbahridar, dan Ilham menambahkan analisis non keuangan pada 

penelitiannya. 

Muhammad Safa Nasir dengan judul penelitian “Analisis Sumber-Sumber 

Pendapatan Asli Daerah setelah satu dekade Otonomi Daerah” menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Objek yang diteliti adalah pemerintah daerah Kota 

Surabaya. Nuzulul Siswo Abdulazis dengan judul “Analisis Kontribusi Dan 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya”. 

Menggunakan analisis deskriptif  kuntitatif. Objek yang diteliti pemerintah daerah 

Kota surabaya. Perbedaannya dari Muhammad Safa Nasir adalah menggunakan 

variabel kontribusi dan efektivitas. Berdasarkan kajian terhadap penelitian 

terdahulu, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada table 2.6 

Tabel 2.6 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah, 2022 

No Indikator Persamaan Perbedaan 

1 Objek Penelitian - Provinsi kalimantan 

Timur 

2 Analisis Data Deskriptif Kuantitatif Menambahkan value 

for money 
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 Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Provinsi 

kalimantan Timur Terdapat perbedaan pada analisis data yaitu menggunakan 

analisis kuantitatif deskrptif dengan menggunakan rasio keuangan untuk aspek 

keuangan. 

2.3 Kerangka Konseptual 

 Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dengan system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu bekerja secara professional dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja yang 

dilakukan selama satu tahun anggaran, maka diperlukan adanya pengukuran 

kinerja.  

 Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan aspek keuangan. Pengukuran 

kinerja ini mengacu pada data historis laporan keuangan daerah. Cara yang 

dilakukan adalah dengan menganalilis berdasarkan rasio keuangan yang terdiri dari 

rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Aktivitas, rasio Pertumbuhan dan 

menganalisis dengan konsep value for money. Baik analisis rasio keuangan maupun 

analisis dengan konsep value for money sama-sama mengacu pada realisasi dan 

anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana ekstern dan tingkat partisipan masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Pengukurannya adalah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti pinjaman ataupun 

bantuan dari Pemerintah Pusat. Formula yang digunakan adalah: (Halim, 

2008:232). 

  

 

 Rasio aktivitas menggambarkan memprioritaskan alokasi dananya untuk 

belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Formula yang digunakan 

adalah: ( Halim, 2008:236) 

 

 

 

 

 Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke 

periode. 

 

Rasio kkd =  
Total pendapatan asli daerah 

Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman 
X 100% 

Rasio Aktifitas =  
Total Belanja Rutin 

Total Belanja Daerah 
X 100% 

Rasio Pembangunan =  
Total Belanja Bangunan 

Total Belanja Daerah 
X 100% 
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 Ekonomis menyangkut biaya yang digunakan agar memperoleh input. 

Sehingga menunjukkan bahwa bagaimana cara pemerintah daerah dalam 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan 

 

 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan dan sasaran. Efektivitas tidak mengatakan seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai tersebut. Formula yang digunakan adalah:(Mahsun, 

2014) 

 

 

 Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya untuk meminimalkan dan 

dengan hasil yang dimaksimalkan. Teknik analisisnya adalah: (Mahsun, 2014)  

 

 

 

 

Pertumbuhan PAD =  
PADt-(t-1) 

PAD t-1 
X 100% 

Efektifitas =  
Realisasi Pendapatan 

Target Pendapatan 
X 100% 

Efesiensi=  
Belanja Daerah 

Pendapatan Daerah 
X 100% 

Ekonomis =  
Realisasi Biaya Belanja Daerah 

Anggaran Biaya Belanja Daerah 
X 100% 

Pertumbuhan Belanja Rutin =  
Belanja Rutin t-(t-1) 

Belanja Rutin t-1 
X 100% 

Belanja Pembangunan =  
Belanja Pembangunan t-(t-1) 

Belanja Pembanguna t-1 
X 100% 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur tahun 

anggaran 2015-2020. Kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur yang 

dimaksud pada penelitian ini adalah kinerja dalam mengelola keuangan (aspek 

keuangan). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu adalah data kuantitatif karena 

data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan daerah. 

Data kuantitatif adalah data keuangan provinsi kalimantan Timur yang berupa 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) 

Provinsi kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015-2020. 

3.3.2 Sumber Data 

 Peneliti memilih menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu 

berupa data yang dimiliki secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat 

berupa bukti, atau laporan historis yang tersusun di bagian arsip yang 

dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip dan dipublikasikan melalui website Provinsi kalimantan Timur 

(bpkad.kaltimprov.go.id). Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja( LRA APBD) Samarinda Kota tahun anggaran 

2015-2020. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah terjadi dokumen dapat 

berbentuk tulisan, maupun gambar atau karya monumental dari seseorang. Data 

yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi. Berupa dokumen keuangan 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) 

Provinsi kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2020. Data tersebut telah 

dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi kalimantan Timur sehingga peneliti 

memperoleh data tersebut dengan cara men-download di website Provinsi 

kalimantan Timur (bpkad.Kaltimprov.go.id) 

3.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh sehingga dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain .Dalam proses 

analisis data, pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang 

diperlukan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(LRA APBD). Pengolahan data dilakukan sebagai berikut: 

1. Aspek keuangan 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) 

Provinsi kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2020 dianalisis dengan 

menggunakan: 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2008:232) 

 

 

Rasio kkd =  
Total pendapatan asli daerah 

Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman 
X 100% 
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Semakin tinggi persentase rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa 

tingkat keinginan daerah terhadap pertolongan pihak eksternal pada pemerintah 

pusat dan provinsi semakin rendah, disamping itu semakin tinggi persentase rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan sebaliknya. Penilaian 

dapat berpedoman pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 2.3 pada bab 

sebelumnya. 

b. Rasio Aktivitas (Halim, 2008:236) 

 

 

Total Belanja Daerah Semakin tinggi persentase dana untuk belanja rutin maka 

persentase belanja pembangunan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat akan 

semakin kecil. 

c. Rasio Pertumbuhan (Halim, 2008:241) 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

t= tahun berjalan 

t-1= tahun sebelumnya 

Rasio Aktifitas =  
Total Belanja Rutin 

Total Belanja Daerah 
X 100% 

Pertumbuhan PAD =  
PADt-(t-1) 

PAD t-1 
X 100% 

Belanja Pembangunan =  
Belanja Pembangunan t-(t-1) 

Belanja Pembanguna t-1 
X 100% 

Pertumbuhan Belanja Rutin =  
Belanja Rutin t-(t-1) 

Belanja Rutin t-1 
X 100% 
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Semakin tinggi persentase pertumbuhan maka semakin bagus tingkat keberhasilan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang 

dicapai dari periode ke periode. 

d. Value For Money (Mahsun, 2014): 

 

  

Kinerja pemerintah daerah memungut pendapatan dikatakan ekonomis apabila 

rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio ekonomis 

maka semakin baik. Penilaian dapat berpedoman pada tabel 2.2 pada bab 

sebelumnya.  

 

 

Target pendapatan kemampuan pemerintah daerah menjalankan tugasnya 

dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%. Semakin tinggi 

persentase rasio efektivitas menunjuk kemampuan daerah yang semakin baik. 

Penilaian dapat berpedoman pada tabel 2.3 pada bab sebelumnya.  

 

 

Realisasi pendapatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh pendapatan 

dikatakan efisien apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 100%. 

Semakin kecil persentase efisiensi maka semakin baik. Penilaian dapat dilihat pada 

table 2.4 pada bab sebelumnya 

 

Ekonomis =  
Realisasi Belanja Daerah 

Anggaran Biaya Belanja Daerah 
X 100% 

Efesiensi =  
Belanja Daerah 

Pendapatan Daerah 

X 100% 

Efektifitas =  
Realisasi Pendapatan 
Daerah 
Anggaran Pendapatan 

Daerah 

X 100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.4 Paparan Data 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2 dan luas 

pengelolaan laut 25.656 km2 terletak diantara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ 

Bujur Timur serta diantara 2º33’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan. 

Kependudukan kalimantan timur tahun 2003 sebanyak 2.311.162 jiwa, pada tahun 

2010 melalui hasil sensus penduduk dicapai angka 3.047.500 jiwa. Sehingga  dalam 

kurun waktu tersebut jumlah penduduk kalimantan timur meningkat sebesar 

736.338 jiwa, pertumbuhan penduduk tiap tahunnya rata-rata 3,60 persen.  

 Jumlah penduduk di tahun 2013 berjumlah 3.300.517 jiwa dengan komposisi 

penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki 1.731.820 jiwa 

(52,47 persen) dan penduduk perempuan 1.568.697 jiwa (47,53 persen). 

Berdasarkan administratif provinsi ini memiliki batas wilayah dibagian utara 

berbatasan dengan kalimantan utara, dan sebelah timur berbatasan dengan sebagian 

(12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, bagian selatan berbatasan dengan 

provinsi kalimantan selatan, sebelah barat berbatasan dengan provinsi kalimantan 

tengah dan provinsi kalimantan barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia 

Timur. 
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4.1.2 Deskripsi Data 

4.1.2.1 Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan 

Timur 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat membantu dalam 

pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah 

khususnya untuk Pemerintah Provinsi kalimantan Timur. Terlaksananya kegiatan 

tersebut dengan baik merupakan kepuasan sendiri bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Samarinda 

merupakan salah satu daerah otonomi di Kalimantan Timur yang merupakan pusat 

bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan. Jumlah penduduk yang semakin 

banyak tiap tahunnya membuat Pemerintah Daerah harus lebih baik lagi dalam 

menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

  Mengetahui tugas keuangan pemerintah daerah baik atau tidak, maka 

pengukuran kinerja keuangan harus dilakukan. Data yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi kalimantan Timur di Tahun 2015-

2020. Rincian Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan 

Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1, sedangkan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 PAGU APBD Provinsi kalimantan Timur Tahun 2015-2020 

No Uraian Anggaran 

  2015 2016 2017 2018 

A PENDAPATAN 10.497.631.453.406. 7.752.674.455.112 8.233.730.774.720 9.591.235.184.518 

1. PAD 5.096.145.980.601 3.921.364.868.075 4.167.589.517.079 5.129.056.874.576 

2. Pendapatan 
transfer 

5.387.930.606.704 3.818.127.539.435 4.047.511.428.349 4.449.907.091.175 

3. Lain-lain 

pendapatan 

PAD yang sah 

862.342.181.701 794.051.975.000 660.553.474.696 892.960.031.576 

B BELANJA 7.052.533.847.969 5.649.687.263.500 6.009.766.572.310 7.923.012.819.323 

1. Belanja operasi 

 

4.667.140.811.076 3.990.432.128.555 4.984.215.317.185 4.945.611.450.932 

2. Belanja modal 

 

2.347.393.036.892 1.646.255.134.945 1.019.251.255.125 2.071.096.668.390 

3. Belanja tak 

terduga 

 

18.000.000.000 13.000.000.000 6.300.000.000 6.333.900.000 

4. Transfer 

 

4.431.726.152.030 2.339671.736.500 2.825.130.802.690 2.185.767.980.677 

C PEMBIAYAAN 
    

1. Penerimaan 

daerah 

 

1.036.628.546.594 226.681.020.887 611.166.600.279 541.261.815.181 

2. Pengeluaran 

daerah 

50.000.000.000 0 0 3.600.000.000 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

No Uraian Anggaran 

  2019 2020 

A PENDAPATAN 
11.137.939.464.362 8.607.455.838.176 

1. PAD 5.797.714.345.762 4.326.324.617.227 

2. Pendapatan transfer 5.330.833.100.600 4.269.870.407.949 

3. Lain-lain pendapatan 

PAD yang sah 

908.762.600.498 787.386.334.929 

B BELANJA 7.790.411.761.586 7.196.838.629.833 

1. Belanja operasi 

 

5.940.390.533.457 5.365.251.220.104 

2. Belanja modal 

 

1.825.021.288.128 1.331.587.409.728 

3. Belanja tak terduga 

 

25.000.000.000 500.000.000.000 

4. Transfer 

 

5.109.588.238.413 3.510.011.372.818 

C PEMBIAYAAN   

1. Penerimaan Daerah 1.862.060.553.637 2.249.394.164.474 

2. Pengeluaran Daerah 100.000.000.000 150.000.000.000 
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Tabel 4.2 Realisasi APBD Provinsi kalimantan Timur Tahun 2015-2020 

No Uraian 
Realisasi 

2015 2016 2017 2018 

A PENDAPATAN 9.464.926.706.876 7.985.727.918.251 8.158.103.650.157 10.669.542.801.846 

1. PAD 4.950.160.613.906 4.029.364.843.886 4..588.751.727.469 5.800.270.285.105 

2. Pendapatan 

transfer 

4.503.361.198.970 3.945.525.961.355 3.555.558.173.688 4.853.761.786.447 

3. Lain-lain 

pendapatan PAD 

yang sah 

951.602.831.867 715.292.747.242 857.707.147.709 856.317.290.881 

B BELANJA 6.388.107.684.363 5.293.741.507.697 5.446.410.626.566 6.219.052.604.351 

1. Belanja operasi 
 

4.377.542.629.189 3.720.676.880.409 4.508.054.941.929 4.118.391.950.866 

2. Belanja modal 

 

2.007.130.809.495 1.571.914.627.287 938.338.759.236 1.829.259.943.292 

3. Belanja tak 

terduga 

 

3.434.245.678 1.250.000.000 16.925.400 353.710.393 

4. Transfer 

 

3.817.234.609.849 2.307.500.831.162 2.781.546.332.856 3.097.001.159.339 

C PEMBIAYAAN 
    

1. Penerimaan 

daerah 

 

1.036.628.546.594 226.681.020.887 611.118.124.746 541.254.815.192 

2. Pengeluaran 

daerah 

50.000.000.000 0 0 3.800.000.000 

3. SILPA 246.212.958.258 611.166.600.279 541.264.815.481 1.862.060.553.637 
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Tabel 4.2 Lanjutan 

No Uraian Realisasi 

  2019 2020 

A PENDAPATAN 
11.775.086.446.200 10.133.115.629.661 

1. PAD 6.555.852.805.408 5.289.232.781.584 

2. Pendapatan transfer 5.204.311.550.792 4.831.866.273.077 

3. Lain-lain 

pendapatan PAD 

yang sah 

1.152.458.049.509 1.268.058.595.759 

B BELANJA 6.488.288.331.289 5.917.231.922.644. 

1. Belanja operasi 

 

5.279.509.080.054 4.624.449.956.327 

2. Belanja modal 

 

1.207.815.521.798 1.066.605.762.730 

3. Belanja tak terduga 

 

903.729.437 226.176.203.586 

4. Transfer 

 

4.889.390.178.060 3.411.272.539.834 

C PEMBIAYAAN   

1. Penerimaan Daerah 1.862.060.553.637 2.249.383.814.348 

2. Pengeluaran 

Daerah 

100.000.000.000 100.000.000.000 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui pagu anggaran pendapatan Provinsi 

kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 cenderung naik namun adanya penurunan 

di tahun terakhir, karena didukung dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang bagus. Pagu 

anggaran belanja daerah dari tahun 2015-2020 bersifat fluktuatif, namun apabila 

dibandingkan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan lebih didominasi 

oleh belanja rutin. Pagu anggaran pembiayaan tahun 2015-2020 juga bersifat 

fluktuatif. 
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 Realisasi APBD pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pos pendapatan dan 

belanja daerah dari tahun 2015-2020 naik, hanya pos pembiayaan yang masih 

bersifat fluktuatif. Pada pos belanja daerah antara belanja rutin dan belanja 

pembangunan masih didominasi oleh belanja rutin. Jika dibandingkan antara pagu 

APBD dengan realisasi APBD, nilai realisasi lebih kecil dari nilai pagu sehingga 

menimbulkan adanya SILPA tiap tahunnya. SILPA yang ada pada tahun 2015 akan 

masuk pada anggaran tahun selanjutnya (2019) pada pembiayaan pos penerimaan 

daerah, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 Menunjukkan kemampuan kerja pemerintah daerah untuk membiayai sendiri 

atau bisa dikatakan mandiri dalam pembangunan, pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah (Halim, 2012:232). rasio kemandirian keuangan daerah 

menggambarkan besarnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan 

terutama membayar pajak dan retribusi merupakan dasar utama Pendapatan Asli 

Daerah. Disamping itu, rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap dana eksternal seperti bantuan Pemerintah Pusat, 

bantuan Pemerintah Provinsi, dan pinjaman. Semakin tinggi Rasio Kemandirian 

Keuagan Daerah menunjukkan semakin besar keterlibatan masyarakat dalam 

pembayaran pajak dan retribusi. Masyarakat yang mampu berpartisipasi dengan 

baik dalam membayar pajak dan retribusi, menunjukkan bahwa tingkat 

kesejahteraan masyarakat tinggi. Disamping itu, semakin tinggi rasio Kemandirian 
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Keuangan Daerah menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan 

Pemerintah Daerah terhadap dana eksternal. Untuk menilai tinggi rendahnya 

kemandirian daerah juga dapat mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004, pada tabel 

2.3 pada bab II. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi kalimantan Timur 

dapat dihitung mengguanakan rumus berikut :(Halim, 2008:232).  

 

 

Hasil perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi kalimantan 

Timur dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi kalimantan 

Timur Tahun 2015-2020 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Bantuan Pemerintah 

Pusat/Provinsi (Rp) 

Rasio 

Kemandirian % 

2015 4.950.160.613.906 4.503.361.198.970 110 

2016 4.029.364.843.886 3.945.525.961.355 102 

2017 4..588.751.727.469 3.555.558.173.688 129 

2018 5.800.270.285.105 4.853.761.786.447 119 

2019 6.555.852.805.408 5.204.311.550.792 125 

2020 5.289.232.781.584 4.831.866.273.077 109 

Sumber : Data diolah 2022 

Perkembangan rasio Kemandirian Keuangan Provinsi kalimantan Timur tahun 

2015- 2020 dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

 

Rasio kkd =  
Total pendapatan asli daerah 

Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman 
X 100% 
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GAMBAR 4.1 PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020 

 Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat Kemandirian Daerah 

Provinsi kalimantan Timur mengalami kenaikan dan penurunan, hanya saja pada 

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8% tahun 2016 menjadi 27% di tahun 

2017. Pada tahun 2018 kemandirian Provinsi kalimantan Timur menurun menjadi 

10%. Dan meningkat kembali di tahun 2019 seesar 6% dan teradi penurunan 

kembali di tahun 2020 sebesar 16%. Persentase rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah Provinsi kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 selalu berada diatas 10% 

ini menunjukkan hubungan delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat masih 

ada. Disamping itu, Pemerintah Provinsi kalimantan Timur telah berhasil dalam 

membiayai sendiri pembangunan dan pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi sangat tinggi sehingga menunjukkan kesejahteraan 

masyarakat tinggi. 

 Adanya penurunan pada tahun 2015-2016, setelah dilihat dari segi laporan 
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realisasi provinsi kalimantan timur, terdapat beberapa penurunan yang terjadi pada 

akun pendapatan pajak daerah sebesar 16% dan pendapatan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 27% sehingga menyebabkan tingkat 

kemandirian juga ikut mengalami penurunan pada tahun tersebut. 

 Pendapatan pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

mengalami penurunan salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah belum 

mampu mengidentifikasi sumber pendapatannya dan juga sebagian besar 

pemerintah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

 Pada tahun 2016-2017 tingkat kemandirian mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan yang disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang naik sebesar 12% 

dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah naik sebesar 24%, dilihat dari 

laporan realisasi provinsi Kalimantan Timur. Diikuti dengan bantuan pemerintah 

pusat yang mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018-2019 Tingkat kemandirian 

kembali mengalami kenaikan yang tidak signifikan, yang disebabkan oleh 

pendapatan pajak daerah naik sebesar 5% dan pendapatan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah naik sebesar 49%. Maka dari itu semakin kecil bantuan 

pemerintah pusat dan semakin besar pendapatan daerah maka tingkat kemandirian 

semakin tinggi, oleh karena itu dapat dikatakan delegatif yaitu campur tangan 

pemerintah sudah tidak ada,  yang  dapat dilihat dari ukuran tabel kemandirian 2.1 

di bab 2. 

 Adanya kenaikan dari beberapa akun sebelumnya menunjukkan sebagian besar 

pemerintah mulai mampu untuk mengidentifikasi sumber pendapatannya dan 

mampu mengoptimalkan sumber pendapatan pajaknya. 
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 Pada tahun 2017-2018 tingkat kemandirian kembali mengalami penurunan 

yang disebabkan bantuan pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 37% yang 

berdampak pada turunnya tingkat kemandirian. Dikarenakan bantuan pemerintah 

pusat ini salah satu penentu naik atau turunnya tingkat kemandirian suatu daerah. 

 Pada tahun 2019-2020 Tingkat kemandirian juga mengalami penurunan yang 

cukup signifikan yang terjadi karena pendapatan pajak daerah turun sebesar 22%, 

retribusi daerah turun sebesar 63% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan 

turun sebesar 71%. Yang mempengaruhi tingkat kemandirian sehingga mengalami 

penurunan.  Dikarenakan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

lainnya, juga salah satu penentu naik dan turunnya tingkat kemandirian suatu 

daerah. 

4.2.2 Rasio Aktivitas 

 Menggambarkan cara memprioritaskan pengalokasian dananya untuk belanja 

rutin dan belanja pembangunan dengan optimal. Semakin tinggi presentase belanja 

rutin atau belanja operasi menunjukkan semakin rendah belanja pembangunan 

untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio aktivitas 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Halim, 2008:236) 

 

 

 

 

Hasil perhitungan rasio Belanja Rutin Pemerintah Daerah Provinsi kalimantan 

Timur dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Rasio Aktifitas =  
Total Belanja Rutin 

Total Belanja Daerah 
X 100% 

Rasio Pembangunan =  
Total Belanja Bangunan 

Total Belanja Daerah 
X 100% 
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Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Provinsi kalimantan Timur Tahun 2015-

2020 

Sumber : Data diolah 2022 

 

 

GAMBAR 4.2 PERKEMBANGAN BELANJA RUTIN PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR TAHUN 2015-2020 

Sumber : Data Diolah 2022 

Berdasarkan perhitungan gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas 

belanja rutin Pemerintah Provinsi kalimantan Timur sebesar 80,33%. Aktivitas 

belanja rutin atau belanja operasi dari tahun 2015-2020 cenderung meningkat. Pada 

tahun 2015 persentase aktivitas belanja operasi sebesar 68% naik menjadi 70% pada 
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Tahun 
Total Belanja Rutin 

(Rp) 
Total Belanja (Rp) 

Rasio Aktivitas 

(%) 

2015 4.377.542.629.189 6.388.107.684.363 68 

2016 3.720.676.880.400 5.293.741.507.697 70 

2017 4.508.054.941.929 5.446.410.626.566 82 

2018 4.118.391.950.866 6.219.052.604.351 103 

2019 5.279.509.080.054 6.488.288.331.289 81 

2020 4.624.449.956.327 5.917.231.922.644 78 
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tahun 2016 dan pada tahun 2017 persentase aktivitas belanja rutin meningkat 

kembali menjadi 82%. Dan  terjadi peningkata pada tahun 2018 yakni sebesar 

103%. Namun 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 22% dan 3% pada 

tahun 2019 dan 2020. 

 Hasil perhitungan rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi 

kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 Pada tahun 2015-2018 rasio aktivitas cenderung mengalami kenaikan 

disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang lebih kecil 

disetiap tahunnya, dan pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin 

dibandingkan dengan belanja modal, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah 

belum mampu mengalokasikan dananya untuk investasi atau belanja modal. Dan  

mempengaruhi sarana prasarana, infrastruktur, yang tidak merata sehingga tidak 

dapat dirasakan oleh masyarakat. 

 Pada tahun 2019-2020 rasio aktivitas dapat kita lihat mengalami penurunan 

yang disebabkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 11% dan yang 

termasuk dalam belanja operasi masih bisa dikatakan lebih tinggi sehingga 

penurunannya tidak terlalu signifikan. 
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Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kota Provinsi kalimantan Timur 

Tahun 2015-2020 

Sumber : Data Diolah 2022 

 

GAMBAR 4.3 PERKEMBANGAN BELANJA PEMBANGUNAN PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020 

 Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata aktivitas belanja 

pembangunan sebesar 26,93%. Aktivitas belanja pembangunan Pemerintah 

Provinsi kalimantan Timur cenderung naik turun pada tahun 2015-2020. Pada tahun 

2015 persentase aktivitas belanja pembangunan sebesar 31,41% turun sebesar 

1,72% menjadi  29,69% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase aktivitas 

belanja mengalami penurunan kembali 12,47 % menjadi 17,22%. Namun aktivitas 
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Total Belanja 

Pembangunan (Rp) 
Total Belanja (Rp) 

Rasio Aktivitas 

(%) 

2015 2.007.130.809.495 6.388.107.684.363 31,41 

2016 1.571.914.627.287 5.293.741.507.697 29,69 

2017 938.338.759.236 5.446.410.626.566 17,22 

2018 1.829.259.943.292 6.219.052.604.351 29,41 

2019 1.207.815.521.798 6.488.288.331.289 18,61 

2020 1.066.605.762.730 5.917.231.922.644 18,02 
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belanja pembangunan meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi 29,41%. Hingga 

dititik 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan sebesar 10,8% dan 

0.59% pada tahun 2019 dan 2020. 

 Perbandingan rata-rata aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur berbeda jauh. Rata-rata presentase belanja 

rutin lebih besar dibandingkan persentase belanja pembangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dilihat dari 

rasio aktivitas kurang baik karena Pemerintah Provinsi kalimantan Timur lebih 

memprioritaskan alokasi dana untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan. 

Sehingga semakin rendah belanja pembangunan untuk membangun sarana dan 

prasarana bagi masyarakat. 

 Pada tahun 2015-2017 rasio belanja pembangunan mengalami penurunan 

disebabkan oleh salah satu belanja modal tanah  mengalami penurunan yang sangat 

drastis sebesar 98%  dan belanja pegawai naik sebesar 66% sehingga diikuti 

penurunan pada rasio aktivitas tersebut. 

 Pada tahun 2017-2018 rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan 

disebabkan oleh salah satu akun yaitu belanja modal tanah mengalami kenaikan 

127% dan belanja pegawai naik 3%. Sehingga diikuti kenaikan pada rasio aktivitas 

tersebut.   

 Pada tahun 2018-2020 kembali mengalami penurunan terjadi karena adanya 

salah satu akun belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 33% dan belanja 

pegawai naik sebesar 12% sehingga rasio aktivitas pada gambar mengalami 

penurunan. 
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 Rasio aktivitas mengalami penurunan maka dapat dipastikan belanja 

pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja rutin atau belanja operasi 

disebabkan karena pemerintah belum mampu mengalokasikan dananya secara 

optimal.  

4.2.3 Rasio Pertumbuhan 

 Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan 

meningkatkan apa yang telah dicapainya dari periode ke periode. Setelah 

diketahuinya komponen sumber daya pendapatan dan pengeluaran maka dapat 

digunakan sebagai mengevaluasi potensi potensi yang perlu mendapat perhatian. 

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus berikut:(Halim, 2008:241) 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

t= tahun berjalan 

t-1  = tahun sebelumnya 

Hasil perhitungan rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi kalimantan Timur tahun 

2015-2020 

Pertumbuhan PAD =  
PADt-(t-1) 

PAD t-1 
X 100% 

Pertumbuhan Belanja Rutin =  
Belanja Rutin t-(t-

Belanja Rutin t-1 
X 100% 

Belanja Pembangunan =  
Belanja Pembangunan t-(t-1) 

Belanja Pembanguna t-1 
X 100% 
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Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi kalimantan Timur Tahun 2015-

2020  

Sumber. Data diolah 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 2015 2016 2017 2018 

PAD 4.950.160.613.906 4.029.364.843.886 4..588.751.727.469 5.800.270.285.105 

Pertumbuhan PAD 

(%) 

 -18 13,88 26,40 

Belanja rutin 4.377.542.629.189 3.720.676.880.409 4.508.054.941.929 4.118.391.950.866 

Pertumbuhan belanja 

rutin(%) 

 -15 21,16 -9 

Belanja 

Pembangunan 

2.007.130.809.495 1.571.914.627.287 938.338.759.236 1.829.259.943.292 

Pertumbuhan belanja 

pembangunan(%) 

 -22 -40,3 95 
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Tabel 4.6 Lanjutan 

Perkembangan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi kalimantan 

Timur tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Pertumbuhan PAD Provinsi kalimantan Timur 2015-2020 

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi kalimantan Timur meningkat dari tahun 2016-2020. Pada tahun 

2016 rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah minus sebesar -18% dan naik 
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PAD 6.555.852.805.408 5.289.232.781.584 

Pertumbuhan PAD (%) 13 -19 

Belanja rutin 5.279.509.080.054 4.624.449.956.327 

Pertumbuhan belanja 

rutin(%) 

28 -12 
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menjadi 13,88% pada tahun 2017. Tahun 2018 pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah meningkatan kembali menjadi 26,40% dan ditahun 2019 mengalami 

penurunan sebesar 13,40% dan disusul penurunan drastis di tahun 2020 yaitu -19% 

. Kenaikan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur belum berhasil dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. 

Perkembangan rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Provinsi kalimantan Timur tahun 

2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 Pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami 

penurunan disebabkan oleh salah satu akun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah juga mengalami penurunan sebesar 27%, yang disebabkan karena adanya 

penurunan pada laba,deviden dan penjualan saham milik daerah. 

 Pada tahun 2017-2018 pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami 

kenaikan yang disebabkan oleh salah satu akun pendapatan pajak daerah juga 

mengalami kenaikan sebesar 34%, yang disebabkan karena adanya kesadaran diri 

dari wajib pajak atau mekanisme penagihan pajak yang dilakukan pemerintah 

secara optimal. 

 Pada tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan asli daerah kembali 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu akun pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar 71% dan pendapatan 

pajak daerah turun sebesar 21%. 
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Gambar 4.5 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN BELANJA RUTIN PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020 

 Sumber : Data Diolah 

Pertumbuhan belanja rutin atau belanja operasi Provinsi kalimantan Timur telah 

mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2016 

pertumbuhan belanja rutin menurun sebesar -15% dan meningkat sebesar 21,16% 

pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pertumbuhan belanja rutin Provinsi kalimantan 

Timur mengalami penurunan kembali sebesar -9%. Dan mengalami kenaikan 

sebesar 37% dan terjadi penurunan kembali di tahun terakhir 2020 yaitu 40%. 

 Pada tahun 2016-2020 pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan dan 

penurunan yang signifikan disebabkan beberapa akun belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan 

dan penurunan. Sehingga mempengaruhi naik dan turunnya pertumbuhan belanja 

rutin. 
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GAMBAR 4.6 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN BELANJA 

PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020 

 

 Pertumbuhan belanja pembangunan Provinsi kalimantan Timur terus 

mengalami penurunan pada tahun 2015-2020 persentase pertumbuhan belanja 

pembangunan sebesar 32,7% dan tahun 2016 menurun menjadi -22%. Penurunan 

drastis terjadi pada tahun 2017 dengan persentase pertumbuhan sebesar -40,3% dan 

mengalami kenaikan drastis menadi 95% pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 

33% diteruskan dengan penurunan sebesar 44% di tahun 2020 menjadikan -11%.  

 Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan belanja pembangunan mengalami 

penurunan yang disebabkan juga karena adanya penurunan, pada belanja modal 

tanah turun sebesar 98%, belanja modal jalan turun sebesar 48%. Tahun 2018 

pertumbuhan belanja pembangunan mengalami kenaikan yang disebabkan juga 

karena adanya kenaikan pada belanja modal tanah naik sebesar 127%, belanja 

modal peralatan naik sebesar 20% dan belanja modal jalan naik sebesar 132%. 
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Pertumbuhan belanja pembangunan kembali mengalami penurunan pada tahun 

2019-2020 disebabkan juga karena adanya penurunan pada belanja modal gedung 

sebesar 17% dan belanja modal jalan sebesar 31%.  

 Jika dibandingkan antara pertumbuhan belanja rutin dengan belanja 

pembangunan, maka didapatkan bahwa belanja pembangunan sangat tidak stabil 

dengan mengalami banyak penurunan, sedangkan belanja rutin mengalami 

penurunan yang drastis namun ditutup dengan kenaikan yang bagus ditahun 2018. 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur kurang 

baik dilihat dari rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan karena 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur kurang dalam mengalokasikan dana untuk 

sarana dan prasarana publik untuk masyarakat dan lebih banyak mengalokasikan 

dana untuk kepentingan pemerintahan.  

4.2.4 Ekonomis 

Ekonomis menunjukkan bagaimana cara meminimalkan biaya yang dikeluarkan. 

kinerja pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dikatakan ekonomis 

apabila rasio yang mencapai kurang dari 100%. Semakin kecil persentase rasio 

ekonomis maka semakin baik. Untuk menilai tinggi rendahnya tingkat ekonomis 

daerah dapat mengacu pada tabel 2.2 pada bab II. 

Tingkat ekonomis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

kalimantan Timur dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014) 

Ekonomis  

 

 

Ekonomis =  
Realisasi Biaya Belanja Daerah 

Anggaran Biaya Belanja Daerah 

 

X 100% 
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Hasil perhitungan tingkat dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Perhitungan Tingkat Ekonomis Provinsi kalimantan Timur 

Sumber : Data diolah 

Perkembangan Tingkat Ekonomis Provinsi kalimantan Timur tahun 2015-2020 

dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Perkembangan Tingkat Ekonomis Provinsi kalimantan Timur 

Tahun 2015-2020 

Sumber : Data diolah 2022 

 Berdasarkan gambar 4.7, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dikatakan 

ekonomis karena persentase tingkat ekonomis kurang dari 100%. Pengelolaan 
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Tahun 
Realisasi 

Belanja Daerah (Rp) 

Anggaran 

Belanja Daerah (Rp) 

Ekonomis 

(%) 
Keterangan 

2015 6.388.107.684.363 7.052.533.847.969 90 Ekonomis 

2016 5.293.741.507.697 5.649.687.263.500 93 Ekonomis 

2017 5.446.410.626.566 6.009.766.572.310 90 Ekonomis 

2018 6.219.052.604.351 7.923.012.819.323 78 Ekonomis 

2019 6.488.288.331.289 7.790.411.761.586 83 Ekonomis 

2020 5.917.231.922.644 7.196.838.629.833 82 Ekonomis 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat ekonomis karena dari tahun 2015-

2020 terdapat dibawah 100%. 

 Pada tahun 2015-2020 tingkat ekonomis mengalami kenaikan dan penurunan 

yang terjadi karena antara dana yang dianggarkan dengan yang terealisasi 

mendekati atau sama dengan yang sudah dianggarkan, apabila tingkat ekonomis  

mengalami kenaikan maka dapat dikatakan sudah mendekati atau disebut sama 

dengan yang dianggarkan dan kalau mengalami penurunan maka dapat dikatakan 

realisasi sudah jauh dari yang dianggarkan. Salah satu kenaikan tingkat ekonomis 

ditahun 2015-2016 dilihat dari salah satu akun anggaran belanja dearah sebesar Rp 

5.649.687.263.500, sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 5.293.741.507.697, 

dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi, mendekati dana yang sudah di 

anggarkan sehingga terjadinya kenaikan, dalam hal ini penentu naik turunnya 

tingkat ekonomis suatu pemerintah dapat dilihat dari realisasinya tidak lebih dari 

yang sudah dianggarkan. Karena apabila melebihi yang sudah dianggarkan maka 

dapat dikatakan tidak ekonomis, yang dapat dilihat dari ukuran penilaian ekonomis 

pada tabel 2.2 bab 2. 

4.2.5 Efektivitas 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif 

apabila rasio yang dicapai sebesar 100%. Semakin tinggi persentase rasio 

efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk menilai 

tinggi rendahnya tingkat efektivitas daerah dapat mengacu Kepmendagri No. 

690.900-327 Tahun 1996 pada tabel 2.5 pada bab II. Tingkat efektivitas 
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pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur 

dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014) 

 

 

Hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Efektivitas Provinsi kalimantan Timur 

Sumber: data diolah 2022 

Perkembangan Tingkat Efektivitas Provinsi kalimantan Timur tahun 2015-2020 

dapat dilihat pada gambar 4.8 

Tahun 
Realisasi 

Pendapatan (Rp) 

Anggaran 

Pendapatan (Rp) 

Efektivitas 

(%) 

Keterangan 

2015 9.464.926.706.876 10.497.631.453.406 91,89 Efektif 

2016 7.985.727.918.251 7.752.674.455.112 103 Sangat Efektif 

2017 8.158.103.650.157 8.233.730.774.720 99,08 Efektif 

2018 10.669.542.801.846 9.591.235.184.518 111 Sangat Efektif 

2019 11.775.086.446.200 11.137.939.464.362 105 Sangat Efektif 

2020 10.133.115.629.661 8.607.455.838.176 117 Sangat Efektif 

Efektifitas =  
Realisasi Pendapatan Daerah 

Anggaran Pendapatan Daerah 
X 100% 
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GAMBAR 4.8 PERKEMBANGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015-2020 

Sumber: Data Diolah 

 Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi kalimantan 

Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

kalimantan Timur dari tahun 20115-2020 telah efektif karena persentase berada 

diantara 90%-100%. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling 

efektif berada pada tahun 2020 sebesar 117% disusul tahun 2018 sebesar 111% dan 

tahun 2019 sebesar 105% lalu di tahun 2017 99,08% dan terakhir ditahun 2015 

yaitu 91,89%. Tingkat keefektifan Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dalam 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih stabil dan cenderung 

meningkat hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi kalimantan Timur telah 

berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

 Pada tahun 2015-2020 cenderung mengalami kenaikan yang terjadi karena 

antara pendapatan yang dianggarkan dengan yang terealisasi mendekati, melebihi 
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atau sama dengan yang sudah dianggarkan, apabila tingkat efektivitas  mengalami 

kenaikan maka dapat dikatakan sudah mendekati,melebihi atau sama dengan yang 

telah dianggarkan dan kalau mengalami penurunan maka dapat dikatakan realisasi 

pendapatan sudah jauh dari yang dianggarkan. Salah satu kenaikan tingkat 

pendapatan daerah ditahun 2016 dilihat dari salah satu akun pendapatan daerah 

sebesar Rp 7.752.674.455.112, sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 

7.985.727.918.251, dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi, melebihi 

dana yang sudah di anggarkan sehingga terjadinya kenaikan, dalam hal ini penentu 

naik atau turunnya tingkat efektivitas suatu pemerintah dapat dilihat dari 

realisasinya  yang kurang atau lebih dari yang sudah dianggarkan. Karena apabila 

melebihi yang sudah dianggarkan maka dapat dikatakan sangat efektif, yang dapat 

dilihat dari ukuran penilaian ekonomis pada tabel 2.3 bab 2. 

4.2.6 Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya yang diminimalkan dan 

dengan hasil yang dimaksimalkan. Kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh 

pendapatan dikatakan efisien apabila persentase efisiensi yang dicapai kurang dari 

100%. Semakin kecil persentase efisiensi maka semakin baik. Untuk menilai tinggi 

rendahnya tingkat efisiensi daerah dapat mengacu Kepmendagri No 690. 900-327 

Tahun 1996 pada tabel 2.6 pada bab II. Tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: (Mahsun, 2014) 

 

 

Efesiensi =  
Belanja Daerah 

Pendapatan Daerah 
X 100% 



63 
 

 
 

Hasil perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Perhitungan Tingkat Efisiensi Provinsi kalimantan Timur 

Sumber : Data diolah 

Perkembangan Tingkat Efisiensi Provinsi kalimantan Timur tahun 2015-2020 dapat 

dilihat pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Perkembangan Tingkat Efisiensi Provinsi kalimantan Timur 

Tahun 2015-2020 

Sumber : Data Diolah 
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Tahun 
Belanja Daerah(Rp) Pendapatan Daerah 

(Rp) 

Efisiensi 

(%) 

Keterangan 

2015 6.388.107.684.363 9.464.926.706.876 67 Efisien 

2016 5.293.741.507.697 7.985.727.918.251 66 Efisien 

2017 5.446.410.626.566 8.158.103.650.157 66 Efisien 

2018 6.219.052.604.351 10.669.542.801.846 58 Sangat efisien 

2019 6.488.288.331.289 11.775.086.446.200 55 Sangat efisien 

2020 5.917.231.922.644. 10.133.115.629.661 58 Sangat efisien 
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Berdasarkan perhitungan pada gambar 4.9 maka dapat diketahui bahwa Pemerintah 

Provinsi kalimantan Timur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sangat efisien dikarenakan persentase tingkat efisiensi dibawah 60%. dan 

tahun 2015-2020 menunjukan data dibawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah Provinsi kalimantan Timur sangat efisien dalam meminimalkan sumber 

daya dan memaksimalkan hasil pendapatan daerah. 

 Pada tahun 2015-2018 tingkat efisisensi mengalami penurunan dan kenaikan 

yang terjadi karena belanja daerah jauh lebih kecil  dibandingkan dengan 

pendapatan daerah yang sudah dianggarkan, apabila tingkat efesiensi  mengalami 

penurunan maka dapat dikatakan belanja daerah jauh lebih kecil dari pendapatan 

daerah yang telah dianggarkan dan kalau mengalami kenaikan maka dapat 

dikatakan belanja daerah sudah mendekati, melebihi atau sama dengan pendapatan 

daerah yang telah dianggarkan. Salah satu penurunan tingkat efisiensi ditahun 2016 

dilihat dari salah satu akun pendapatan daerah sebesar Rp 7.985.727.918.251, 

sedangkan belanja daerah sebesar Rp 5.293.741.507.697, dapat dilihat bahwa 

antara pendapatan daerah dan belanja daerah, jauh lebih kecil dari dana pendapatan 

daerah yang sudah dianggarkan sehingga terjadinya penurunan, dalam hal ini 

penentu naik atau turunnya tingkat efesiensi suatu pemerintah dapat dilihat dari 

belanja daerah  yang kurang atau lebih dari pendaptan daerah yang sudah 

dianggarkan. Karena apabila melebihi pendapatan daerah yang sudah dianggarkan 

maka dapat dikatakan tidak efisien, yang dapat dilihat dari ukuran penilaian 

efisiensi pada tabel 2.4 bab 2. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.2.6 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi 

kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kinerja Pemerintah Provinsi kalimantan Timur berdasarkan aspek keuangan 

tahun 2015-2020 menunjukkan : 

a. Dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat 

ketergantungan Pemerintah Provinsi kalimantan Timur terhadap bantuan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sudah tidak ada. Masyarakat 

Samarinda berpartisipasi tinggi dalam membayar pajak dan retribusi 

daerah jika dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan Daerah. 

b. Dilihat dari rasio Aktivitas menunjukan kinerja Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur kurang baik dikarenakan Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur lebih mementingkan alokasi dana untuk belanja rutin, 

sehingga belanja pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana 

bagi masyarakat rendah. 

c. Dilihat dari rasio Pertumbuhan menunjukkan Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah. Pertumbuhan Belanja Rutin naik, sedangkan pertumbuhan 
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Belanja Pembangunan menurun menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur kurang baik. 

d. Dilihat dari tingkat ekonomis menunjukkan Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur mampu meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja hanya pada tahun 2015-

2020, karena pada tahun 2016 tingkat ekonomis menurun tajam. 

e. Dilihat dari tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya karena tingkat efektivitas naik dari tahun 

2015-2020, walaupun pada tahun 2016 tingkat efektivitas menurun. 

f. Dilihat dari tingkat efisiensi menunjukkan Pemerintah Provinsi 

kalimantan Timur sangat efisien dalam meminimalkan sumber daya dan 

memaksimalkan hasil yang dicapai hanya pada tahun 2015-2020, karena 

pada tahun 2018 tingkat efisiensi mengalami kenaikan yang artinya 

semakin tinggi persentase efisiensi maka semakin tidak efisien dalam 

meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil yang dicapai. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Pemerintah Provinsi kalimantan Timur, sebaiknya dapat 

mempertahankan dan meningkatkan lagi pertumbuhan Belanja 

Pembangunan dan menurunkan Belanja Rutin agar pembangunan sarana 

dan prasarana berjalan secara merata dan hasilnya lebih cepat dirasakan oleh 
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masyarakat. Disamping itu pelayanan informasi sebaiknya diberikan secara 

maksimal agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sama diharapkan 

untuk lebih mendalam dalam melakukan analisis dengan menambah rasio 

yang lain dan diharapkan agar penelitian Kepuasan Masyarakat. 
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